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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR Y0 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA FEROLEHAN HAK ATAS

Menimbang : a.
h.
C.
Mengingat i
2.
3.

TANAH DAN BANGUNAN KOTA METRO

WALIKOTA METRO,

bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolchan Hak Atas Tanah
dan Bangunan telah ditetapkan Peraturan Walikota Metro
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pemungutan Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

bahwa sebagai skselerasi peningkatan realisasi PAD dan
pclayanan yang berlandaskan asas umum pengelolaan
keuangan daerah dan ketentuan perpajakan dacrah perlu
adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota:

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sebagaimana
dimaksud huruf b, periu menetapkan Peraturan Walikota
lentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 22
Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Metro:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahun Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209 );

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beherapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahum 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat
alas Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpsjakan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Sural Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987];

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati 1T Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung
Timur dan Kotamadya Dati [ Metro {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1287);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049},

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomoer 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tala
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
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Menetapkan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 595 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertangpungjawaban Bendahara serta penyampalannya;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kota Mctro Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);

19. Peraturan Dacrah Kota Metiro Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Metrg Tabun 2011 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Naerah Kota Metro Nomor 03);

20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kola
Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Metro Nomor O7);

21. Peraturan Walikota Metro Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan Kota Mctro (Berita Daerah Kota Metro
Tahun 2011 Nomeor 19);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA
METRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 22
Tahun 2011 tentang Sislemn dan Prosedur Pemungutan Bcea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota
Metro Tahun 201 | Nomor 19) diubah sebagai berikul:

1. Ketentuan angka 1, angka 4 dan angka 12 Pasal 1 diubah,
schingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratuiran Walikola ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Mctro.
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Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikola Metro.

Organisasi Perangkat Daerah yang sclanjutnya discbut dengan OFD
adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah kota yang menangani urusan pengelolaan pajak dan retribusi
daerah.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang
selanjulnya discbul BPHTB.

Perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak alas tanah
dan/fatau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk
hak pengelolaan, beserla bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan hangunan.

Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran Pajak,
pemotong Pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan
kewusjiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perscroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnva, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
benluk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektor dan bentuk
usaha tetap.

Pejabat Lelang/Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disingkat PPAT,
adalah pihak vang berwenang menerbitkan Akta pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
mencrima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
memperlangeungjawabkan uang pendapatan dacrah delam rangka
pelaksanaan APBD pada Dinas,

Bendahara Penerima Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.

Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak kefiga yang menerima
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

Dolkumen terkait Perolehan Hak aias Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen yang menyatakan lelah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat herupa surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, sural waris dan lain-lain yang
memiliki kekuatan huloam.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar untuk BPHTB yang
selanjutnya disingkat SKPDKB BPHTB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah BPHTB yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan untuk BPHTB
yang selanjutnya disingkat SKPDKET BPHTE adalah surat ketetapan
pajak vang menentukan tambahan atas jumlah BPHTB yang telah
ditetapkan.

Surat Tagihan Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjuinya disingkat
STPD BPHTE adalah surat untuk melakukan tagihan BPHTB dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Setoran Pajak Daerash untuk BPHTER, yang selanjutnya disinglkat
SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melalkukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah
atau lempat lain yang ditetapkan oleh Walikota dan sekaligus untuk
melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokurnen
legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/ataun bangunan dari
salu pihak ke pihak lain.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyck dan subyck pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampal kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serfa pengawasan
penyetorannya.

2.  Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(1)
{2)

(3)

(4)

(3)

Bagian Hetiga
Fenelitian SSPD BFHTE
Pasal 7

SSPD BPHTE diteliti oleh Pejabat yang ditunjul.

OPD melakukan Penelitian atas SSPD BPHTB vang sudah tertera Nomor
Transaksi Penerimaan Kas Daerah atau bukti Penerimaan oleh Bank
Tempat Pembayaran yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya
untuk keperluan Penelitian S5PD BPHTB.

Dalam Hal SS5PD BPHTB tidak terutang atau nihil, Penelitian SSPD
BPHTB sebagnimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah SSPD
BPHTB ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabal Lelang
atau Pegjabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Pcjabat
Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan Perolehan Hak atas tanah

dan/atau bangunan.

Penelitian SSPD BPHTB  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakeanalkan apabila atas tanah dan/atan hangunan yang diperoleh tidak
memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Tata cara pencliian SSPD BPHTB adalah scbagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang tidsk terpisahkan dar Peraturan Walikota ini.
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Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Bagian Kcempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak
Pasal 8
Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran
Pemindahan Hak Atas Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan.

OPD dapat melakukan kerjasama dengen Kantor Pertanahan dalam
rangka pendaftaran Pemindahan Hak.

Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana fercantum dalam
Lampiran [V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Ketentuan ayat (1) Pasal 13 dinbah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

BAB IV
FASILITASI
Pasal 13
Kepala OPD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup
mengkoordinasikan, menyempurnakan Lampiran-Lampiran sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan

bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran
penerapan Peraturan Walikota ini.

Pasal IT

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berila Dacrah Kota Metro.

Ditetapkan di Metr
pada tanggal : 10 dfa-bd™ 2017

WALIKOTA l\mzlrﬁ.rg,j

Pt 3,
ACH PAIRIN
Diundangkan di Mctro =~ — — —
pada tangeal : 20 c{%,m%m‘“ 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
A. NA T
ke 1o

BEﬂiTA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR ....cco0na
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Lampiran I : Peraturan W:a.Ekola Metro
Nomor : (O Tahun 2017
Tanggal : 20 4&e o™ 2017

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak alas tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen  legal
penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh wajib
pajak selaku pencrima hak atas tanah danfatau bangunan kepada pcjabat
pembuat akta tanah.

Prosedur ini mclibatkan pejabat pembuat akta tanah sebagai pihak yang
menyiapkan form SSPD BPHTB dan Draft Akla Pemindahan Hak atas tanah
dan /atau bangunan.

Dalam prosedur ini, pejabat pembuat akta tenah akan memeriksa kebenaran
dan kclengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau
hangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait
ubjek pajak di Kantor Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak Selaku Pencrima Hak
Merupakan pihak yvang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas
tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini waijib pajak
menyiapkan dan meverahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak
atas tanah dan/atau bangunan.

2. Dinas/Badan Yang Mcmbidangi Pendapatan
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan
daerah, dalam prosedur ini Dinas/Badan yang membidangi Pendapatan
berkoordinasi dan bekerju sama dengan PPAT dalam menyiapkan surat
setoran pajak daerah BPHTE (SSPD BPHTR).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang membantu wajib pajak dalam menghitung BPHTB
terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT
ialah Camat atau Notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang
untuk :
- Memeriksa kehenaran data terkail obvek pajak ke kanlor Perlanahan;

- Menyiapkan Draft akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan.

4. Kepala Kantor Pertanahan
Merupakan pihak yang mengelola data basc pertanahan di  wilayah
wewenangnya. Dalam prosedur ini, kepala kantor pertanahan menyediakan
data yvang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan obyek pajak.
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C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS
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Wajib pajak (selaku penerima hak atas tanah danfatau bangunan)
menyiaplan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan. Dokumen pendukung ini menyalukan bahwa telah terjadi
penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan antara kedua belah pihak.
Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah,
surat waris dan lain - lain yang pada dasarnya menyatakan tclah terjadinya
pemindahan halk atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak
kemudian mengajukan permohonan pengurusan akta pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan kepada PPAT.

. PPAT menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung.

PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen yang diterima, jika dokumen
pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT mengajukan permohonan
pemeriksaan data obyek pajak kepada Kepala Kantor Pertanahan.

. Atas permintaan dari PPAT maka Kepala Kantor Pertanahan menyediakan

dala yang dibutuhkan PPAT untuk meclakukan pemeriksaan obyek pajak.
Kepala kantor pertanahan menyerahkan data obyek pajak kepada PPAT.

. PPAT menerima data obyek pajak dari Kantor Pertanahan membandingkan

dengan dokumen pendukung perolchan hak atas tanah dan/atau bangunan
dari kantor pertanahan. Jika diperlukan PPAT dapat melakukan pengecekan
obyek pajak dengan melakukan observasi lapangan.

. PPAT menyiapkan draft akita pemindahan hak atas tanah dan/atau

bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan yang belum ditanda tangani olch PPAT. PPAT
kemudian menyimpan draft akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir surat
setoran pajak daerah BPHTE ( SSPD BPHTB ) dari Dinas/Badan yang
membidangi Pendapatan.

Setelah kelcngkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi,
maka PPAT menghitung nilai BPHTB terhutang. PPAT kemudian mengisi
informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang kedalam f[ormulir SSPD
BPIITE. Sctelah formulir diisi PPAT menandatangani SSPD BPHTB, dan oleh
wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
terutang ke kas dacrah. SSPD BPIITD terdiri atas 6 lembar, dengan perincian
sebagai berikut :

¥ Lembar 1 untuk wajib pajak

W

Lembar 2 untuk PPAT sebagai arsip

Lembar 3 untuk kantor pertanahan

Lembar 4 untuk Dinas yang membidangi Pendapatan.

Lembar 5 untuk Bank yang ditunjuk

Lembar 6 untuk Bendahara Penerimaan.

PPAT menyerahkan surat SSPD BPHTB yang telah diisi oleh wajib pajak

YO N NN

. Wajib pajak menerima SSPp BPHTB yang telah diisi dari PPAT

1 T
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Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
Nomor: U _‘ahun 2017
Tanggal : 70 4840017

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTE OLEH PENERIMA HAK ATAS TANAH

DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTD oleh pencrima hak tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pembayaran yang dilakukan wajib pajak atas BPHTB
terulang melalui Bank yang ditunjuk / bendahara pencrimaan.

B. PIHAK TEREAIT

i 5

Wajib Pajak sclaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTE terutang atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

. Pejabat Pembuat Akta Tanah

Merupakan pihak yang mcenyiapkan surat setoran pajak daerah BPHTB
sebagai dasar hagi wajib pajak dalam membayar BPHTB terutang dan
membaniu melakukan perhitungan.

Bank vang ditunjuk / Bendahara Penerima
Merpakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari wajib
pajuk. Dalam prosedur ini Bank yang ditunjuk [ bendara penerimaan
berwenang untulk :
- Menerima pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak
-  Memeriksa kelengkapan pengisian S5PD BPHTH
Mengembalikan SSPD BPHTB vang pengisianya tidak lengkap
- Menanda tangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya

- Mengarsip SSPD BPHTB Lembar 5 untuk Bank pencrima dan Lembar 6
untuk Bendahara Penerimaan.

C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

L.

Berdasarkan prosedur sebelumnya, wajib pajak akan menerima surat setorar
pajak daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat setoran BPHTB
merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk mclakukan
pembayaran atau penyeloran pajak yang terutang ke kas dacrah atau tempat
lain vang ditctapkan oleh kepala dacrah dan sekaligus untuk melaporkan
data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat sctoran BFHTB
terdiri atas 6 lembar, dengan perincian scbagai berikut :

» Lembar 1 untuk Wajib Pajak;
» Lembar 2 untuk PPAT sebagai arsip;

» Lembar 3 untuk kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran;

¥

Lembar 4 untuk fungsi pelayanan sebagal lampiran permohonan
penelitian SSPT) BPHTE;

'\;:-'

Lembar 5 untuk Bank yang ditunjuk / bendahara pencrima sebagai arsip;
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% Lembar 6 untuk Bank vang ditunjuk / bendahara penerima sebagai
laporan kepada fungsi pembukuan [ pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, wajib pajak dan FPPAT
menandatangani SSPD BPHTB tersebul.

2. Wajib pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang ditunjuk /
bendahara penerimaan. Pada saat yang bersamaan, wajib pajak kemudian
membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk / bendahara
PUICTIInAAn.

3. Bank yang ditunjuk / bendahara penerimaan menerima 8SPD BPHTB dan
uang pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak. Bank yang ditunjuk/
bendahara pencrimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD
BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang
pembayaran vang diterima dari wajib pajak.

4. Bank yang ditunjuk / bendahara penerimaan menandatangani SSPD BPHTB.
Lembar 5 dan lembar 6 disimpan sedangken lembar 1 — 4 dikembalikan ke
wajib pajak.

5. Wajib pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3 dan 4 dari Bank yang
ditunjuk / bendahara penerimaan. Wajib pajak kemudian melakukan proses
berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke petugas pelayanan
di Dinas/Badan yvang membidangi Pendapatan.

WALIKOTA METRO,
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Lampiran III : Peraturan Walikota Metro
Nomor: 10 Tahun 2017
Tanggal : 20 etéstebc 2017

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH - BPHTB
(SSPD BPHTB)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian surat sctoran pajak daerah BPHTB merupakan proses
verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data lerkait objek pajak yang
tercantum dalam surat setoran pajak daersh BPHTB. Proscdur ini dilakukan
setelah wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan surat setoran pajuk dacrah BPHTB melalui Bank yang ditunjuk /
bendahara penerimaan. Penelitian surat setoran pajak daerah BPHTR dilakukan
oleh Dinas/Badan yang membidangi Pendapatan, jika semua kelengkapan dan
kescsuaian data objek pajak terpenuhi maka Dinas/Badan yang membidangi
Pendapatan akan menandatangani SSPD BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak sclaku penerima halk
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penclitian kepada Petugas
pelayanan atas surat setoran pajak daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

2. Pcjabat yang ditunjrlk

Merupakan pihak yang memcriksa kebenaran informasi terkait objek pajak

yang lercantum dalam surat seroran pajak daerah BPHTB. Petugas pelayanan

berwenang dan bertugas untul :

- Meminta data terkait objek pajak kepada DPctugas pengelolaan dan
inlormasi;

- Memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak
yvang tercantum dalam SSPD BPHTB.

3. Petugas pengolahan Data & Informasi
Mcrupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Petugas imi
menyediakan data terkait objek pajak kepada Petugas pclayanan. Petugas
pengolahan dan informasi berwenang dan bertugas untuk :
. Mcnegelola database obhjek pajak yang termasuk dalam wilayah
WEWENangnya;

- Menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Petugas pulayanan.

C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

1. Wajib pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang
dibutuhkan untuk pencliian SSPD BPHTB. Deokumen penduloung terdiri
atas:

_  8SPD BPHTB yang teriera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) /
SSPD BPHT disertai bukti penerimaan dacrah (BPD);

- Fotokopi identitas wajib pajak (dapat berupa kartu tanda penduduk /
surat izin mengemudi / paspor);

- Surat kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi kartu keluarga dlau surat keterangan hubungan keluarga, dalam

hal transaksi waris;

- Folokopi identitas kuasa wajib pajak (dalam hal dikuasakan);
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- Fotokopi kartu NPWP;
-  Dokumen pendukung lain yang diperlukan

. Petugas pelayanan menerima formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB,

SSPD BPIHTB (4 lembar] dan dokumen pendukung dari wajib pajak. Petugas
pelayanan mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan
formulir permohonan penelitian SSPD BPUTB yang ditcrima. Pengajuan
dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan form pengajuan data kepada
fungsi pengolahan data dan informasi.

. Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan data terkait objek pajak pada

formulir penelitioen SSPD BPHTB kepada fungsi pengolahan data dan
informasi.

. Petugas pengolahan data dan informasi menerima form pengajuan data dari

Pejabat yang ditunjuk kemudian pejabat yang ditunjuk menarik data yang
dibutuhkan dari sistem database objek pajak. Petugas pengolahan data dan
informasi lalu menyerahkan kembali data form pengajuan data kepada
Pejabat yang ditunjulk.

. Pejabat vang ditunjuk menerima form pengajuan data yang telah diisi data

objek pajak dari Petugas pengolahan data dan informasi. Pejabat yang
ditunjuk kemudian memecriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD
BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak
dari Petugas pengolahan data dan informasi. Dalam kondisi tertentu,
Dinag/Badan yang membidangi Pendapatan berhak melakukan penelitian
lapangan untuk mengecek kebenaran data secara nyata. Mekanisme dan tata
cara penclitian lapangan akan diatur tersendin.

. Selelah semua kebenaran informasi objck pajak dalam SSPD BPHTB dan

kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Pejabal yang ditunjuk
pada kolom yang telah diverifikasi menandatangani SSPD BPHTB Icjabat
yang ditunjuk mengarsipkan SSPD BPHTR ( lembar 4 ) sebagai dokumentasi
dan menyerahkan lembar 1, 2 dan 3 kepuda Petugas pelayanan untuk
diserahkan kepada wajib pajak.

. Wajib pajak mencrima SSPD BPHTB (lembar 1, 2 dan 3) dari Petugas

pelayanan.

b OPARAR FHERA
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Lampiran IV : Peraturan Walikolz Metro
Nomor : €  Tahun 2017
Tangegal : 27 (_!-E‘.E;E}m.w 5017

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA
KE KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN

A. GAMBARAN UMUM

I'rosedur ini merupakan proses pendaltaran atas perolehan / peralihan hak
kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah
kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai persyaratan penerbitan akla pemindahan hak
atas tanah dan/atau bangunan. PPAT menandatangani akta pemindahan hak
atas tanah dan/atau bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah
terdaftar di Kepala Kantor Pertanahan.

PIHAK TERKAIT

1.

Wajib Pajak selaku Penerimaan Hak

Merupakan pihak yang menyediakan dokumen - dokumen pendukung
pendaftaran akia pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib
pajak menyerahkan dokumen — dokumen tersebul kepuda pejabat pembuat
akta tanah.

. Pejabat Pembual Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas
tanah ke kepala kantar pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk :
-  Mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah;

- Menyiapkan dan menandatangani akta pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Pertanahan.

. Kepala Kantor Pertanahan

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah
wewenangnya. Dalam prosedur ini kepala kantor pertanahan berwenany dan
bertugas untuk :

- Mecmeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah;
- Memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah

. Kepala Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran

perolehan / peralihan huk atas tanah. Kepala kantor ATR/ pertanahan

kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkail oljek
pajak. Kcpala kantor pertanahan lalu memperbaharui darabase daftar

kepemilikan hak atas tanah.

. Kepala Kantor Pertanahan mengarsip SSPD BPHTB ( lembar 3). Kcpala kantor

pertanahan lalu menycrahkan drafl akta pemindahan hak atas lanah
dan/atau bangunan serta bukli penerimaan SSP PPH pasal 4 kcpada PPAT.

. PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani akta

pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
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7. PPAT menyerahkan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan
yvang telah ditandatangani kepada wajlb pajak.

8. Wajib Pajak menerima akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

AN i ol A B J”‘ v-_:-..—; g :
| PARAF HIERARKHIP WALIKOTA METRO,
. YWakil Wialthota ooy i
Er-\.'r T a
:}_ & f
M e f’l ACHMAD PAIRIN

e L - L ——
' W asybhan Fef u.u i o g
{ EEUDSNT Wl MM T e e

T e e ST T e T e L e e




https://jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran V : Peraluran Walikata Metro
Nomor: U  ‘Tahun 2017
Tanggal : 20 deGtwmlbtv 2017

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB mcrupakan proses yang dilakukan olch Bank yang
ditunjuk / bendahara penerimaan dalam melaporkan penecrimaan pembayaran
BPHTB dari wajib pajak. Prosedur ini juga mcliputi proscs pclaporan yang
dilakukan pejabhat pembuat akta tanah atas setiap akta pemindahan hak yang
telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran
BPHTE dari wajib pajak vang melalui mckanismc penyctoran ke rekening
pencrimaan kas.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk
Merupakan pihak vang menecrima pembayaran BPHTBE dari wajib pajak
melalui mekanisme pcnyetoran ke rekening penerimaan kas. Bank yang
ditunjuk berwenang dan bertugas unluk :

Menerima pembayaran BPHTB dari wajib pajak;

Menerbitkan dan menyampaikan nota kredit kepada bendahara
penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan
kas;

Menyiapkan register S5PD BPHTB.

2. Bendahara Penerimsaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD. Dalam
prosedur ini bendahara penerimaan berwenang dan bertugas untuk :

Menerima pembayaran BPHTB dari wajib pajak melalli mckanisme
penyeloran tunai;

Menerima nota kredit dari Bank yang ditunjuk atas sctiap pembayaran
BPHTE dari wajib pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening
pencrimaan kas;

Menerima register SSPD BPHTB dari bank yang ditunjuk atas pembayaran
BPHTB dari wajib pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening
penerimaan kas;

Menyiapkan register SSPD BPHTE atas pembayaran BPHTB dari wajib
pajak yang melalui mekanisme tunai ke bendahara penerimaan;

Mecncatat penerimaan BPHTE dalam buku penernimaan dan penyetoran;
Menyiapkan register ST&;

Mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari bank yang ditunjuk / wajib
pajak.
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3. Pejabat Pembuat Akta Tanah [PT'AT)

Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani akta pemindahan
hak atas tanah dan/atau bangunan, Dalam prosedur ini PPAT berwenang duan
bertugas untuk membuat laporan penerbitan akta pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

4. Petugas Pembukuan dan Pelaporan

Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan laporan realisasi BPHTB
berdasarkan dokumen — dokumen yang diterima dari Bank yang ditunjuk /
Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta tanah. Dalam prosedur ini
Petugas pembukuan dan pelaporan berwenang dan bertugas untuk :

-

Mcnerima SSPD BPHTB lembar 6 dari bendahara penerimmaan;

Menerima regisier SS5PD BPHTB dari bendahara Penerimaan;

Menerima register STS dari bendahara penerimaan;

Menerima buku pencrimaan dan penyetoran dari bendahara penerimaan;

Menerima laporan penerbitan akia pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS
C.1 Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang ditunjuk

3

Berdasarkan prosedur sebelummya, bank yang ditunjuk mengarsip 85PD
BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar € atas sctiap penerimaan
pembayaran BPHTB dari wajib pajak yang melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas.

. Berdasarkan SSPD BPHTR lemhbar 5 dan lembar 6, Bank yvang ditunjuk

menerbitkan nota kredit dan membuat register S8PD BPHTB atas seliap
penerimaan pembayaran BPHTB dari wajib pajak. Bank yang ditunjuk
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

. Bank yang ditunjuk kemudian menyerahkan nota Kredit ke bendahara

penerimaan atas sctiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui
rekening penerimaan kas.

. Bendahara penerimaan menerima nota kredit dari Bank yang ditunjuk.

Bendahara penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke buku
Penerimaan dan Penyetoran. Bendahara pencrimaan juga mencatat
penerimaan BPHTB ke dalam register ST,

. Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan register S5PD

BPHTB wvang dilampiri dengan SSPD BFPHTB lembar 6 ke Pelugas
pembukuan dan pelaporan.

Petugas pembukuan dan pelaporan menerima register SSPD BPHTB yang
dilampiri dengan SSPD BPHTE lembar 6.

C.2 Pelaporan BPHTB vang diterima melalui Bendahara Penerimaan

L.

Berdasarkan prosedur sebelumnya, bendahara penerimaan mnmcogarsip
SSPD BPHTE lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran
BPHTRB dari wajib pajak secara tunai melalui bendahara penerimaan.

Berdasarkan S3PD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, bendahara
penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam buku penenmuaan dan
penyetoran. Bendahara penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke
dalam register SSPD BPHTB. Bendahara pencrimaan mengarsip S5PD
BI'HTE lemibar 5.
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3. Sccara periodik, bendahara penerimaan menyampaikan register SSPD
RPHTR yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar &, buku penerimaan
dan penyetoran, beserta register STS kepada Petugas pembukuan dan
pelaporan.

4. Petugas pembukuan dan pclaporan menerima register SSPD BPHTB yang
dilampiri dengan SSPD BPHTB lcmbar 6, buku penerimaan dan
penyectoran, beserta register STS.

C.3 Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

1. Berdasarkan  prosedur  sebelumuya, PPAT  menylapkan  dan
menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari wajib pajak.

2. PPAT membuat laporan penerbitan akla pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan atas sctiap akta yang telah diterbitkan.

3. PPAT menyampaikan laporan penerbilan akla pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan ke fungsi pembukuan dan pelaporan.

4. Petugas pembukuan dan pelaporan menerima laporan penerbitan akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

C.4 Pelaporan Realisasi BPHTR
1. Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka Petugas pembukuan dan
pelaporan menerima dokumen berupa register SSPD BPHTB, SSPD
BPHTB lembar 6, buku penerimaan dan penyetoran, register 3T3 dan
laporan penerbitan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

2. Berdasarkan dokumen — dokumen terscbhut, Petugas pembukuan dan
pelaporan menyusun laporan realisasi BPHTB.

WALIKOTA METRO,
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A.

Lampiran VI : Peraturan Walikota Metro
Nomor: 0 Tahun 2017
Tanggal : 20 dZsonlsetr D017

PROSEDUR PENAGIHAN BFHTE

GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan surat tagihan pajak daerah BPIITB mcrupakan proscs yang
dilakukan Pejabat vang ditunjuk dalam menctapkan tagthan BPHTB terutang
vang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTD,; tidak / kurang
dibayar, salah tulis, salah hitung dan kena bunga / denda.

Prosedur penetapan surat kectetapan pajak daerah kurang bayar BPHTB /
kurang bayar tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Petugas
pelayanan dalam memeriksa BPIITB yang masih kurang dibayar atas surat
sctoran pajak daerah (S8PD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (hma) tahun
semenjuk dibayar oleh wajib pajak atau atas surat ketetapan pajak daerah
(SKPD) kurang bayar dalam jangka waktu 5 (lima} tahun semenjak diterbitkan
oleh Pejabat vang ditunjuk.

Prosedur penetapan surat teguran merupakan proses vang dilakukan Pejabat
yang ditunjuk dalam menindak lanjuti wajib pajak yang belum melunasi BPHTB
terutang sehingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini mclibatkan Pejabat yang ditunjuk scbagai pihak yang memilild dan
mengelola database daftur surat tagihan pajak daerah (STPD) BPHTB, daftar

SKPD kurang bayar BPHTB, daftar SKPD kurang bayar tambahan BPHTB, dan
daftar surat teguran.

PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak

Merupakan pihak vang memiliki kewajiban membayar BPHTE terutang
berdasarkan surat tagihan pajak dacrah (STPD) BPHTB, surat keputusan
pajuk daerah kurang bayar BPHTB, surat keputusan pajak daerah kurang
bayar tambahan BPHTB. Wajib pajak juga akan menerima surat teguran jika
pada saat jatuh tempo belum melunas1 BPHTB terutang.

2. Pejabat yang ditunjuk

Merupakan pihak yang berwenang dan beriugas untuk :
- Memeriksa SSFD BFHTB

- Menerbitkan SSPD BPHTB
-  Menerbitkan SKPD kurang bayar BPIITB
- Menerbitkan SKPD kurang bayar tambahan BPHTB

. LANGEAH - LANGKAH TEKNIS

C.1 Penctapan STPD BPHTB
1. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Petugas
penagihan mengarsip S8PD BPHTB yang lelah dibayarkan oleh wajib
pajak.
2. Petugas penagihan lalu memeriksa setiap S3PD BPHTB lerutang yang
tidak [ kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga /
denda.
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C.2

3.

Atas SSPD BPHTE terutang yvang tidak / kurang dibayar, salah tulis,
salab hitung, dan kena bunga [/ denda maka Petugas penagihan
menerbitkan daftar SSPD BPHTRB yang lidak / kurang dibayar, salah
tulis, salah hitung, dan kena bunga / denda. Petugas penagihan
kemudian mengarsip daftar tersebut.

. Petugas penagihan menerbitkan STPD BPHTD berdasarkan daftar SSPD

BPHTB yang tidak / kurang dibayar, salah tulis, salah hitung dan kena
bunga / denda STED. BPHTB dicetak rangkap 2.

Petugas penagihan mengarsip STPD BPHTB ( lembar 2 )

. Petugas penagihan mengirimkan STPD BPHTB ( lembar 1 ) kepada wajib

pajak.

. Petugas penagihan memperbaharui daftar STPD BPHTEB atas setiap STPD

BPHTB vang telah dikirimkan oleh wajib pajak.

Wajib pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terulang
sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTBE.

Penctapan Surat Keputusan Dacrah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB [/ Kurang
Bayar Tambahan BPHTR

1.

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTH sebelumnya, maka Petugas
penagihan akan mengarsip SSPD BPHTE yang telah dibayarkan oleh
wajibh pajak.

. Petugas penagihan memeriksa setiap S8PD BPHTB yang telah berjangka

waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh wajib pajak. Pelugus
penagihan memeriksa nilai BPHTB terulang yang tercantum dalam SSPD
BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTE vang ternyata kurang bayar, Petugas
penagihan kemudian menerbitkan daftar SSPD BPHTB yang kurang
dibayar.

Pctugas penagihan juga memeriksa setiap SKPD kurang bavar yang telah
berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Petugas penagihan
memeriksa nilai BPHTD terutang yang tercantum dalam SKPD kurang
bayar terseht.

Atas SKPD kurang bayar yang masih kurang bayar, Petugas penagihan
kemudian menerbitkan daftar SKPD kurang bayar yang masih kurang
dibayar.

. Berdasarkan daflar yang telah dibuat, Petugas penagihan mencrbitkan

SKPD kurang bayar (rangkap 2) dan SKPD kurang bayar tambahan
(rangkap 2).

Petugas penagihan mengarsip SKPD kurang bayar (lembar 2) dan SKFD
kurang bayar tambahan (lembar 2).

Petugas penagihan mengirimkan SKPD kurang bayar ( lembar 1) dan
SKPD kurang bayar tambahan ( lembar 1 ) kepada wajib pajak.

. Petugas penagihan memperbaharui daftar SKPDB kurang bayar atas

setiap SKPDB kurang bayar yang tclah dikirimkan kepada wajib pajak.

. Petugas penagihan memperbaharui daftar SKPD kurang bayar tambahan

atas setiap SKPD kurang bayar tambahan yang telah dikirimkan kepada
wajib pajak.

Wajib pajak menerima SKPD kurang bayar / SKPD kurang bayar
tamhbahan dan membayarkan BPHTE terutang sesuai dengan prosedur
pembavaran BPHTB.
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C.3 Penerbitan Surat Teguran

1.

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB / SKPD kurang bayar /
SKPD kurang bayar tambahan, Petugas penagihan menyimpan :
- Daftar STPD BFHTB,;

- Daftar SKPD Kurang Bayar;
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan.

Dengan menggunakan daftar - daftar tersebut, Petugas penagihan
memantau surat ketetapan BPHTR yang akan mendekati jatith tempo.

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Petugas penagihan
menghubungi dan melakukan pendekatan persuasife kepada wajib pajak
agar melunasi BPHTE yang masih terutang. Pendekatan persuasife
meliputi :

-  Menghubungi wajib pajak melalui telepon;

-  Mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan.

Setelah 7 (tujuh) har sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan
atau pecmbayaran pajak secara mengangsur oleh wajib pajak yang
disetujui, maka Petugas penagihan terus melakukan pendekatan
persuasife kepada wajib pajak agar melunasi BPHTB wyang masih
terutang.

. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan atau

pembayaran pajak secara mengangsur oleh wajib pajak yang tidak
disetujui, maka Petugas penagihan menerbitkan surat teguran (rangkap
2].

Pelugas penagihan mengarsip surat teguran (rangkap 2}.

6. Petugas Penagihan mengirimkan surat teguran (lembar 1) kepada wajib

pajak.

. Wajib Pajak menerima surat teguran.

8. Petugas penagihan memperbaharui daftar surat teguran atas setiap surat

teguran yang dikirimkan kepada wajib pajak.
Catatan : Setelah proses penerbitan surat teguran ini, setiap pemerintah

daerah juga dihimbau untuk menetapkan peraturan Kkepala daerah
mengenai prosedur penerbitan :

-  Surat Paksa atau Surat Teguran yvang telah jatuh tempo;
- Surat Penyitaan atau Surat Paksa yang telah jatuh tempo;

- Surat keputusan pembetulan atas permohonan pecmbetulan surat
ketetapan BPHTB oleh wajib pajak;

- SBurat keputusan keberatan atas pengajuan keberatan surat ketctapan
BFPHTR oleh wajib pajak;

- Surat keputusan banding atas pengajuan banding surat ketetapan
BPHTB oleh wajib pajak.

WALIKOTA METRO,
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Lampiran VII : Peraturan Walikota Metro
Nomor : U  Tahun 2017
Tanggal : 40 v 2017

PROSEDUR PENGURANGAN EPHTEB

GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Petugas
pelayanan dalam menetapkan persetujuan / penolakan atas  pengajuan
pengurangan BPHTB tcrutang dari wajib pajak. Petugas pelayanan kemudioan
mecnelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dJdokumen
pendukung pengajuan dan data lerkait objek pajalk.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan peraturan kepala daerah
vang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang
bersangkutan. Prosedur ini melibatkan lungsi pengelolaan data & informasi
sebagai pihak yang memiliki dan mengola database objck pajak diwilayah
administratifnya.

PTHAK TEREKAIT

1. Wajib Pajak
Mcrupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB
terutang menurut surat ketetapan BPHTB yvang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Pejabat vang ditunjuk :
- Menerima, menelaah dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan
BPHTE;
-  Menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTE;

- Mengajukan data terkait objek pajak kepada Perugas pengelolaan dala 8
Informasi;

- Menerbitkan Berita Acara Pemcriksaan; dan

- Menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat
Keputusan Pengurangan BPHTB.

3. Petugas Pengolahan Data & Informasi
Mecrupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :
Menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak; dan

- Menyediakan data terkait objek pajak kepada Petugas pelayanan.

LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

1. Wajib pajak mengirimkan surat pengajuan pengurangan BPHTE yang
dilampiri dengan dokumen pendulung pengajuan pengurangan dan salinan
surat keputusan ketetapan BPHTB kepada Petugas pelayanan.

2. Pejabat yang ditunjuk menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB.
Pcjabat yang ditunjuk kemudian memberikan tanda terima pengajuan
pengurangan BPHTB kepada wajib pajak.

3. Pejabat yang ditunjuk mengarsip dokumen pengajuan pengurangan.
Berdasarkan dokumen tersebut, petugas pelayanan kemudian mengajukan
permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan form pengajuan
data.



https://jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

G

2.

10.
LY.

12.

[‘3 Hepala Bag

Pejabal yang ditunjuk mengimimkan form pengajuan data kepada petugas
pengolahan dan informasi.

Petugus pengolahan data dan informasi menerima form pengajuan data.
Petugas pengolahan data dan informasi kemudian menarik data terkail onjek
pajak dar database ohjek pajak.

Petugas pengolahan data dan informasi mengisikan form pengajuan data
dengan data terkait objek pajak.

Pefugas pengolahan data dan informasi mengirimkan form pengajuan data
(varng Lelah terisi) kepada Petugas pelavanan.

Pejabat yang ditunjuk menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan
BPHTB berdasarkan data objck pajak yang telah diterima. Selain ilu,
pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian anlara pengajuan yang diajukan
dengan Kciclapan atau keriteria dalam peraturan kepala dacrah.

Pejabat yang dilunjuk menyiapkan berita acara pemeriksaan :

- Surat penolakan pengajusn pengurangan BPHTB {(untuk yang ditolak),
atan

- Burat keputusan pengurangan BPIITB (untuk vang disetujui).

Pejabat yang dilunjuk mengarsip berita acara pemeriksaan.

Pejabat yang ditunjuk mengirimkan surat penolakan pengajuan pengurangan

BPHTB (bagl yang ditolak) atau surat kcputusan pengurangan BPHTB (bagi

vang diselujul) kepada wajib pajak.

Wajib pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembavaran
sesudl dengan prosedur pembayaran BPHTE.
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